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Rumah Sakit, meskipun sampai saat ini di Indonesia belum memiliki Undang-

Undang yang secara eksplisit mengatur mengenai malpraktik medis. 

 

Kata Kunci: Tanggung jawab, Rumah Sakit dan Malpraktik 

 

Abstract 

Legally the Hospital has responsibility for the negligence committed by its health 

workers. The responsibility for criminal acts of malpractice is currently in the 

spotlight because the legal rules governing it are still unclear. This is because the 

regulations regarding the qualifications for malpractice are not clearly stated in the 

legal rules. The purpose of this research is to analyze the responsibility of the 

hospital for the actions of doctors who commit malpractice. Using a normative 

juridical method with a statute approach, namely examining all laws and 

regulations related to the issues to be discussed. The results of the analysis show 

that based on Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, hospitals have a 

responsibility if their medical members are proven to have committed negligence. 

Until now, Indonesia does not have a law that explicitly regulates medical 

malpractice. 
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1. PENDAHULUAN 

Rumah sakit berperan penting sebagai institusi yang memberikan perawatan 

medis kepada pasien. Para pasien mengandalkan rumah sakit dan tenaga medisnya 

untuk memberikan layanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar 

etika medis. Namun, dalam beberapa kasus, tindakan medis yang dilakukan oleh 

dokter di dalam rumah sakit dapat mengakibatkan konsekuensi serius bagi 

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAKAN 

DOKTER YANG MELAKUKAN MALPRAKTIK MEDIS 

 

Abstrak 

Secara hukum rumah sakit memiliki tanggung jawab atas kelalaian yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatannya. Tanggung jawab tindak pidana malpraktik 

saat ini menjadi sorotan penting dikarenakan aturan hukum yang mengaturnya 

masih belum kabur. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai kualifikasi 

perbuatan malpraktik tidak jelas dicantumkan aturan hukumnya. Tujuan penelitian 

ini untuk menganalisis tanggung jawab rumah sakit terhadap tindakan dokter yang 

melakukan tindakan malpraktik. Menggunakan metode yuridis normatif dengan 

pendekatan perundang‐undangan (statute approach), yaitu menelaah semua 

peraturan perundang- undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan 

dibahas. Hasil penelitian  menunjukan malpraktik medis telah diatur dalam 

ketentuan Undang-undang dimana terdapat ketentuan sanksi administrasi dan 

pidana. Rumah sakit memiliki tanggung jawab apabila anggota medisnya terbukti 

melakukan kelalaian. Hal ini berdasarkan ketentuan UU No 44 tahun 2009 tentang 
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kesehatan pasien. Kasus-kasus tersebut dapat merujuk pada apa yang disebut 

sebagai "malpraktik medis," di mana tindakan medis yang dilakukan oleh dokter 

di luar standar yang diterima secara profesional dapat menyebabkan kerugian atau 

bahkan kematian bagi pasien (Sadi, 2015). 

Pertanggungjawaban rumah sakit terhadap tindakan dokter yang melakukan 

malpraktik medis menjadi isu yang kompleks dan menuntut perhatian serius. 

Rumah sakit, sebagai lembaga yang memberikan izin praktik kepada dokter dan 

memberikan fasilitas untuk pelayanan medis, turut berperan dalam menjaga 

kualitas dan keamanan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Namun, 

pertanyaan tentang sejauh mana rumah sakit harus bertanggung jawab atas 

tindakan medis yang dilakukan oleh dokter di dalamnya menjadi perdebatan 

penting dalam konteks hukum dan etika medis (Dammopoli, M. S, 2017). 

Tanggung jawab rumah sakit dalam konteks malpraktik medis melibatkan 

sejumlah aspek. Pertama, bagaimana pengawasan, pemantauan, dan akreditasi 

terhadap dokter yang bekerja di dalam rumah sakit dilakukan agar praktik medis 

yang dilakukan tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kedua, bagaimana 

rumah sakit harus memberikan pelatihan, panduan, dan dukungan untuk 

memastikan bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan adalah sesuai dengan 

etika dan standar medis yang berlaku. Ketiga, dalam situasi di mana malpraktik 

terjadi, bagaimana rumah sakit harus meresponsnya, melindungi hak-hak pasien, 

dan memastikan tindakan korektif yang tepat dilakukan (Koto, J. R, 2021). 

Situasi ini di mana pasien mengalami dampak negatif akibat dari tindakan 

medis yang dianggap sebagai malpraktik, muncul pertanyaan tentang apakah 

rumah sakit juga harus dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut. 

Pertanggungjawaban ini dapat merujuk pada berbagai aspek, termasuk 

pengawasan dan akreditasi dokter, penegakan standar etika medis, serta 

perlindungan hak-hak pasien. Rumah sakit juga dapat dianggap memiliki 

tanggung jawab untuk memberikan lingkungan yang mendukung praktik medis 

yang aman dan berkualitas (Nurdin, 2015). 

Pertanggungjawaban rumah sakit terhadap tindakan dokter yang melakukan 

malpraktik medis memiliki implikasi yang lebih luas. Ini berkaitan dengan 
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reputasi rumah sakit, kepercayaan masyarakat, dan integritas pelayanan kesehatan 

secara keseluruhan (Amalia, L. 2011). Oleh karena itu, perlu ada kerangka hukum 

yang jelas dan adil yang mengatur pertanggungjawaban ini. Konteks Indonesia, 

meskipun undang-undang dan peraturan terkait rumah sakit dan praktik medis 

telah ada, tetapi masih terdapat celah dalam mengatasi isu malpraktik medis. 

Kekaburan mengenai kewajiban rumah sakit terhadap tindakan dokter yang salah 

mengakibatkan ketidakpastian hukum dan keadilan bagi para pasien yang menjadi 

korban. 

Pasal 66 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran memberikan saluran bagi individu yang merasa dirugikan 

oleh tindakan dokter untuk mengajukan pengaduan kepada Ketua Majelis 

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Namun, pasal ini tidak secara 

eksplisit membahas mengenai malpraktik medis atau mekanisme 

pertanggungjawaban pidana atau perdata terhadap tindakan tersebut. Pasal ini 

lebih berfokus pada pelaporan dan proses disiplin internal profesi kedokteran. Di 

sisi lain, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak terdapat 

ketentuan yang jelas dan spesifik mengenai mekanisme pertanggungjawaban 

pidana bagi dokter yang melakukan tindakan malpraktik medis. Meskipun 

beberapa pasal dalam KUHP dapat berlaku dalam kasus ini, kekurangan regulasi 

yang khusus mengenai malpraktik medis dapat mengakibatkan interpretasi hukum 

yang bervariasi dan ketidakpastian dalam penanganan kasus malpraktik medis. 

Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk merumuskan peraturan yang lebih tegas dan 

komprehensif yang mengatur pertanggungjawaban dokter dalam kasus malpraktik 

medis, termasuk mekanisme pertanggungjawaban pidana yang jelas serta 

perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak pasien (Tendean, E, 2019). 

Sehingga diperlukan kerangka hukum yang jelas yang mengatur 

pertanggungjawaban rumah sakit terhadap tindakan dokter yang melakukan 

malpraktik medis. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana 

pendekatan hukum dapat menciptakan insentif bagi rumah sakit untuk menjaga 

kualitas layanan medis dan melindungi kepentingan pasien. Di samping itu, 

pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab dan kewajiban rumah sakit 
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dalam situasi tindakan medis yang tidak memenuhi standar etika dan 

profesionalisme dapat membantu mendorong perubahan positif dalam praktik 

medis dan pelayanan kesehatan secara keseluruhan. 

Oleh karena itu, penelitian mendalam dan analisis komprehensif tentang 

pertanggungjawaban rumah sakit terhadap tindakan dokter yang melakukan 

malpraktik medis menjadi sangat penting. Dengan demikian, dapat dihasilkan 

panduan hukum yang lebih jelas dan konstruktif, serta rekomendasi bagi 

perbaikan sistem pelayanan kesehatan dan perlindungan hak-hak pasien. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang 

berfokus pada analisis dan penafsiran terhadap berbagai peraturan hukum, 

dokumen hukum, literatur hukum, serta konsep-konsep hukum yang ada. Dalam 

penelitian yuridis normatif, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis 

berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, 

putusan pengadilan, pandangan para ahli hukum, serta literatur hukum terkait.  

Metode pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis 

dan interpretasi terhadap berbagai sumber hukum tertulis, seperti undang-undang, 

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan 

dokumen-dokumen hukum lainnya.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: 

studi kepustakaan, atau studi dokumen (Documentary Study) untuk 

mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, 

dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan 

dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan 

beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.  

Analisis data yang terdiri dari reduksi dan kategorisasi adalah bagian dari 

pendekatan analisis kualitatif yang umumnya digunakan dalam metode penelitian 

seperti analisis Grounded Theory atau analisis tematik. Langkah-langkah ini 
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membantu peneliti mengorganisir dan memahami data kualitatif dengan lebih 

baik. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengaturan Hukum Tindakan Malpraktik di Rumah Sakit  

Suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana apabila unsur-unsur yang 

ditentukan dalam Perundang-Undangan telah terpenuhi. Dalam hukum pidana 

maka kesalahan dapat disebabkan karena kesengajaan (dolus) atau karena 

kelalaian (culpa). Malpraktik profesi medis dapat dipahami sebagai perbuatan 

yang bertentangan dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) dan hukum yang 

berlaku, terlepas dari apakah perilaku tersebut disengaja atau lalai, akan 

menyebabkan kondisi pasien memburuk atau meninggal. 

3.1.1 Pengaturan Aspek Hukum Pidana Malpraktik Medis 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Indonesia memiliki 

kaitan dengan pengaturan hukum terkait tindakan malpraktik di rumah sakit dan 

aspek hukum pidana malpraktik medis. Meskipun undang-undang ini mungkin 

tidak secara spesifik mengatur malpraktik, namun beberapa pasal dan ketentuan 

dalam undang-undang ini dapat berhubungan dengan tanggung jawab para 

profesional medis dan perlindungan pasien. Berikut adalah beberapa kaitan yang 

dapat diidentifikasi: 

1. Standar Pelayanan Kesehatan: Undang-Undang Kesehatan mengatur tentang 

standar pelayanan kesehatan yang harus dipatuhi oleh rumah sakit dan tenaga 

medis. Pelanggaran standar pelayanan ini dapat berhubungan dengan 

malpraktik jika terdapat tindakan atau kelalaian yang melanggar standar 

tersebut. 

2. Kewajiban Rumah Sakit: Undang-Undang ini memberikan kewajiban kepada 

rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman 

dan bermutu. Jika terjadi malpraktik di rumah sakit, hal ini bisa dihubungkan 

dengan ketidakpatuhan rumah sakit terhadap kewajiban tersebut. 

3. Kewajiban Tenaga Kesehatan: Undang-Undang Kesehatan juga memberikan 

kewajiban kepada tenaga kesehatan, termasuk dokter dan perawat, untuk 
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memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan etika. Pelanggaran 

kewajiban ini dapat berkaitan dengan malpraktik medis. 

3.1.2 Pengaturan Aspek Hukum Administrasi Malpraktik Medis 

Pengaturan aspek hukum administrasi malpraktik medis melibatkan tindakan-

tindakan hukum yang lebih bersifat administratif daripada pidana, yang bertujuan 

untuk mengatasi pelanggaran etika atau standar profesi dalam praktek medis. Ini 

bisa melibatkan sanksi-sanksi administratif, proses investigasi, pengawasan, dan 

upaya pencegahan. Di bawah ini, saya akan membahas beberapa aspek yang 

relevan dalam pengaturan hukum administrasi terkait malpraktik medis 

3.1.3 Ketentuan Yuridis Malpraktik Medis dalam Hukum Pidana 

Ketentuan yuridis malpraktik medis dalam hukum pidana mencakup aspek hukum 

yang berfokus pada pelanggaran tindakan medis atau praktik kedokteran yang 

dianggap kelalaian atau tindakan kriminal dan dapat dikenakan sanksi pidana. Ini 

berkaitan dengan perlindungan pasien dan keamanan dalam pelayanan kesehatan. 

Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan 

yuridis malpraktik medis dalam hukum pidana. 

Hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik medis di 

rumah sakit. Melalui regulasi hukum yang tepat, hukum dapat mendorong para 

praktisi untuk memberikan perawatan yang berkualitas tinggi, memberikan 

perlindungan bagi pasien dan menegakkan standar etika dan profesionalisme 

dalam praktik medis. Penting untuk terus memperhatikan penelitian dan teori 

terdahulu dalam mengembangkan kerangka hukum yang memadai dan responsif 

terhadap perkembangan dalam bidang medis, sehingga praktik medis di rumah 

sakit dapat terus meningkat dalam kualitas pelayanannya, keamanan pasien dan 

kepercayaan masyarakat. 

Pengaruh hukum terhadap praktik medis di rumah sakit telah menjadi 

subjek penelitian yang luas. Teori Legal Medicine, misalnya, telah memberikan 

wawasan yang berharga tentang hubungan antara hukum, praktik medis, 

akuntabilitas, perlindungan pasien dan profesionalisme. Teori ini menunjukkan 

bagaimana hukum mempengaruhi praktik medis dan memberikan kerangka kerja 

untuk menyelesaikan masalah hukum dalam bidang kesehatan. 
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Ketentuan yuridis malpraktik medis dalam hukum administrasi berkaitan 

dengan tindakan atau langkah-langkah administratif yang diambil terhadap tenaga 

kesehatan atau fasilitas kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap standar 

etika, standar pelayanan atau peraturan dalam praktik medis. Ini mungkin 

melibatkan proses investigasi, sanksi administratif, pengawasan dan tindakan 

lainnya untuk memastikan perlindungan pasien dan menjaga standar yang tinggi 

dalam pelayanan kesehatan.  

3.2 Pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap Tindakan Dokter yang 

Melakukan Malpraktik  

Pertanggungjawaban rumah sakit terhadap tindakan dokter yang terlibat dalam 

malpraktik medis melibatkan keterkaitan dengan sejumlah peraturan dan undang-

undang yang mengatur praktek kedokteran dan pengelolaan rumah sakit di 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

membentuk kerangka hukum yang mengatur standar praktik dan etika dokter, 

sedangkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

mengatur aspek pendirian dan pengelolaan rumah sakit serta kewajiban mereka 

dalam memberikan pelayanan medis berkualitas.  

Kode Etik Kedokteran Indonesia memberikan panduan etika bagi dokter 

dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen melindungi hak-hak pasien dan menetapkan tanggung 

jawab penyedia layanan kesehatan terhadap pasien. Terkait dengan mekanisme 

penyelesaian sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan kerangka hukum untuk 

penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul akibat tindakan malpraktik medis. 

Dalam konteks ini, pertanggungjawaban rumah sakit bukan hanya terbatas pada 

aspek medis, tetapi juga melibatkan dimensi etika, hukum dan perlindungan hak 

konsumen dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. 

Tujuan tanggung jawab hukum malpraktik oleh rumah sakit adalah untuk 

memastikan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan medis yang 
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dilakukan oleh tenaga medisnya. Tanggung jawab hukum juga bertujuan untuk 

memberikan perlindungan kepada pasien dan keluarganya dari tindakan medis yang 

buruk atau kelalaian yang dapat membahayakan atau merugikan pasien. 

Dengan adanya tanggung jawab hukum, rumah sakit diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan dan memastikan bahwa 

tenaga medisnya bekerja dengan profesional dan bertanggung jawab. Selain itu, 

tanggung jawab hukum juga dapat mendorong rumah sakit untuk meningkatkan 

sistem pengawasan dan kontrol kualitas, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya 

malpraktik pada masa yang akan datang. Dengan demikian, tujuan tanggung jawab 

hukum malpraktik oleh rumah sakit adalah untuk memastikan bahwa pasien 

menerima perawatan medis yang berkualitas dan aman, serta untuk meningkatkan 

standar praktik medis secara keseluruhan. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

4.1.1 Pengaturan Hukum terhadap Malpraktik Tindakan Medis di Rumah Sakit 

Pada dasarnya, Tindakan hukum malpraktik medis di rumah sakit telah diatur dala 

ketentuan Undang-Undang yang berlaku, seperti Undang-Undang No 29 Tahun 

2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, memiliki kaitan dengan pengaturan hukum terkait tindakan malpraktik 

di rumah sakit dan aspek hukum pidana malpraktik medis. Meskipun undang-

undang ini mungkin tidak secara spesifik mengatur malpraktik, namun beberapa 

pasal dan ketentuan dalam undang-undang ini dapat berhubungan dengan 

tanggung jawab para profesional medis dan perlindungan pasien sperti adanya 

kewajiban Rumah Sakit untuk untuk memberikan pelayanan kesehatan yang 

berkualitas, aman, dan bermutu.  Ada pula Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

2009 tentang Rumah Sakit, serta Undang-Undang (Omnibus Law Kesehatan) atau 

UU nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketentuan dalam undang-undang 

tersebut telah memberikan pemenuhan hak atas pasien dan pertanggungjawab atas 

Tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan. Selan itu rumah sakit 

sebagai penyelenggara juga memiliki hak dan kewajiban dalam 
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penyelenggaraannya serta tanggungjawab hukum apabila terdapat tindakan 

malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ada didalamnya. 

4.1.2 Tanggungjawab Rumah Sakit terhadap Dokter yang Melakukan Malpraktik 

dikaitkan dengan Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Omnibus Law 

Kesehatan) 

Tanggung jawab hukum rumah sakit atas tindakan malpraktek medis bahwa 

tanggung jawab rumah sakit terhadap tindakan dokter yang terlibat dalam 

malpraktik medis telah diatur pada banyak peraturan perundang-undangan, yang 

terbaru diatur pada UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Omnibus Law 

Kesehatan). Tujuan perlindungan hukum dalam kasus malpraktik adalah untuk 

memberikan perlindungan kepada pasien dan keluarganya dari tindakan medis 

yang buruk atau kelalaian yang dapat membahayakan atau merugikan pasien.  

Perlindungan hukum juga bertujuan untuk mendorong praktik medis yang 

berkualitas dan aman, serta memastikan bahwa dokter dan tenaga medis lainnya 

bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dengan adanya perlindungan hukum 

yang memadai, pasien dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam menerima 

perawatan medis. Di sisi lain, dokter dan tenaga medis dapat merasa lebih 

terlindungi dan memiliki panduan yang jelas dalam praktik medis mereka, 

sehingga dapmemberikan layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih aman bagi 

pasien. 

4.2 Saran 

Adapun saran dalam penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang pengaturan 

hukum terhadap malpraktik tindakan medis di rumah sakit harus diperkuat dan 

dilengkapi regulasi yang ada yang berfokus pada perlindungan pasien untuk 

memperkuat ketentuan tanggung jawab dan akuntabilitas para profesional 

kesehatan jika terjadi malpraktik. Selain itu  rumah sakit perlu melakukan bantuan 

perlindungan terhadap tenaga medis yang melakukan tindakan malpraktik dan 

rumah sakit harus memiliki sistem pelaporan insiden medis yang efektif dan 

rahasia, memberikan bimbingan dan dukungan terhadap tenaga medis yang 

terlibat dalam insiden malpraktik. Serta diharapkan rumah sakit perlu memiliki 
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kebijakan yang jelas mengenai perlindungan hukum bagi tenaga medis yang 

melakukan tindakan malpraktik. 
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